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KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kami panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa atas limpahan rahmat
dan karunia-Nya sehingga Rencana Aksi Kegiatan Sekretariat Direktorat Jenderal
Tenaga Kesehatan Tahun 2024 ini dapat disusun sebagai pedoman dalam pelaksanaan
tugas dan fungsi Sekretariat Direktorat Jenderal Tenaga Kesehatan.

Dokumen ini merupakan wujud komitmen Sekretariat Direktorat Jenderal Tenaga
Kesehatan dalam mendukung tercapainya target program prioritas Kementerian
Kesehatan melalui perencanaan dan pelaksanaan kegiatan yang terukur, efektif, dan
efisien. Dengan berlandaskan pada prinsip transparansi, akuntabilitas, serta inovasi,
Rencana Aksi ini diharapkan dapat menjadi pemandu utama dalam mencapai sasaran
strategis organisasi, khususnya dalam mendukung pelayanan administrasi, manajemen
sumber daya, serta monitoring dan evaluasi kinerja.

Kami menyadari bahwa keberhasilan pelaksanaan rencana ini membutuhkan sinergi dan
kolaborasi dari seluruh elemen, baik internal maupun eksternal. Oleh karena itu, kami
mengajak seluruh pemangku kepentingan untuk berkontribusi aktif dalam mewujudkan
rencana aksi ini sesuai dengan peran dan tanggung jawab masing-masing.

Akhir kata, kami mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah
berkontribusi dalam penyusunan dokumen ini. Semoga upaya ini dapat mendukung
peningkatan pelayanan kesehatan secara menyeluruh dan berkelanjutan demi
terwujudnya masyarakat Indonesia yang sehat, mandiri, dan berkeadilan.

Sekretaris Direktorat Jenderal Tenaga Kesehatan

Albertus Yudha Poerwadi, SE, M.Si.,CA., CPMA, CPIA 



DAFTAR
ISI

BAB I PENDAHULUAN

04

07
BAB III Penutup

15

1.1 Latar Belakang
1.2 Maksud dan Tujuan 
1.3 Landasan Penyusunan

BAB II Rencana Aksi Kegiatan
2.1 Indikator Kinerja Kegiatan 
2.2 Rencana Aksi Tahun 2024

Lampiran



BAB I 
PENDAHULUAN

a. Latar Belakang

 Sekretariat Direktorat Jenderal Tenaga Kesehatan merupakan bagian integral dari
Kementerian Kesehatan Republik Indonesia yang memiliki peran strategis dalam
mendukung pelaksanaan program-program prioritas kesehatan nasional. Sebagai unit
kerja pendukung, Sekretariat Direktorat Jenderal Tenaga Kesehatan bertanggung jawab
untuk memberikan layanan administrasi, manajemen, dan koordinasi yang berkualitas
guna memastikan pencapaian target organisasi secara optimal.

Tahun 2024 merupakan tahun yang penting dalam rangka memperkuat upaya
transformasi sistem kesehatan nasional. Hal ini selaras dengan amanat Rencana
Strategis (Renstra) Kementerian Kesehatan 2020–2024, yang menekankan perlunya
peningkatan kualitas tenaga kesehatan, reformasi layanan kesehatan, serta penguatan
tata kelola organisasi yang akuntabel. Dalam konteks ini, Sekretariat Direktorat Jenderal
Tenaga Kesehatan berperan sebagai motor penggerak dalam mendukung fungsi-fungsi
operasional Direktorat Jenderal Tenaga Kesehatan melalui berbagai kegiatan strategis.

Rencana aksi kegiatan ini disusun sebagai panduan untuk merealisasikan program kerja
yang telah direncanakan, sekaligus memastikan semua kegiatan berjalan sesuai dengan
prinsip transparansi, efisiensi, dan akuntabilitas. Penyusunan Rencana Aksi ini juga
mengacu pada berbagai regulasi, termasuk Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003
tentang Keuangan Negara, serta kebijakan internal Kementerian Kesehatan.

Melalui dokumen ini, Sekretariat Ditjen Tenaga Kesehatan bertujuan untuk:

Mendukung pencapaian target program dan kegiatan sesuai prioritas Kementerian
Kesehatan;

1.

Mengoptimalkan pengelolaan sumber daya, baik manusia maupun anggaran, secara
efektif dan efisien;

2.

Mendorong peningkatan kualitas layanan administrasi dan manajemen yang
berorientasi pada hasil (result-oriented); dan

3.

Menjamin pelaksanaan monitoring dan evaluasi secara berkala untuk menilai kinerja
dan dampak kegiatan.

4.



Rencana Aksi Kegiatan ini disusun dengan beberapa tujuan utama, yaitu:

Meningkatkan Efisiensi dan Efektivitas Pelaksanaan Kegiatan:1.
Mengarahkan kegiatan sesuai prioritas strategis, menghindari duplikasi pekerjaan,
dan mengoptimalkan sumber daya yang tersedia.
Memastikan Keselarasan Program dengan Sasaran Strategis Kementerian
Kesehatan:

2.

Mendukung pelaksanaan kebijakan Kementerian Kesehatan, khususnya dalam
program peningkatan tenaga kesehatan, melalui layanan administrasi dan
operasional yang baik.
Mendorong Transparansi dan Akuntabilitas:3.
Meningkatkan tata kelola organisasi yang akuntabel dengan memastikan kegiatan
dilakukan sesuai standar yang ditetapkan, menggunakan anggaran secara efisien,
dan melaporkan hasil kerja secara terbuka.
Mengoptimalkan Koordinasi dan Kolaborasi:4.
Memastikan sinergi antara unit-unit kerja di lingkungan Direktorat Jenderal Tenaga
Kesehatan dalam melaksanakan tugas bersama untuk mencapai tujuan bersama.
Menguatkan Monitoring dan Evaluasi:5.
Menetapkan langkah-langkah pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan
kegiatan sehingga capaian kinerja dapat diukur, permasalahan dapat diidentifikasi,
dan solusi dapat dirumuskan secara cepat dan efektif.
Memberikan Dukungan Operasional dan Administrasi:6.
Memastikan layanan manajemen seperti penyelenggaraan kearsipan, manajemen
SDM, teknologi informasi, serta sarana dan prasarana berjalan secara optimal untuk
mendukung kegiatan utama Direktorat Jenderal Tenaga Kesehatan.

b. Maksud dan Tujuan

Penyusunan Rencana Aksi Kegiatan Tahun 2024 dimaksudkan untuk
menyediakan pedoman yang sistematis dan terarah dalam pelaksanaan
tugas dan fungsi Sekretariat Direktorat Jenderal Tenaga Kesehatan. Dokumen
ini berfungsi sebagai alat bantu perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, dan
evaluasi kegiatan, sehingga seluruh aktivitas yang dilakukan dapat berjalan
sesuai dengan target yang telah ditetapkan dan berkontribusi optimal
terhadap pencapaian tujuan organisasi.

Dengan landasan tersebut, diharapkan Rencana Aksi kegiatan ini dapat
menjadi pedoman kerja yang terarah bagi seluruh pihak terkait di lingkungan
Sekretariat Direktorat Jenderal Tenaga Kesehatan, sekaligus memberikan
kontribusi nyata dalam mendukung peningkatan kualitas pelayanan
kesehatan nasional.



Rencana Aksi Kegiatan Sekretariat Ditjen Tenaga Kesehatan Tahun 2024 diharapkan
dapat menjadi dokumen rujukan yang efektif dalam meningkatkan kualitas kinerja,
memastikan penggunaan anggaran yang efisien, dan mendukung terwujudnya tujuan
strategis Kementerian Kesehatan.

c. Landasan Penyusunan
Undang-undang nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara
Undang-undang nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan
Nasional
Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5063);
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas
Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5679);
Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2 Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6178)
Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2021 tentang tentang Kementerian Kesehatan ;
Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 5 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata
Kerja Kementerian Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor
1508) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 64
Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kesehatan (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 945).



No. Indikator  Kinerja Kegiatan Target

1 Nilai Reformasi Birokrasi Kemenkes 90,01

2 Nilai Kinerja Penganggaran Ditjen Nakes 95

BAB 2 
RENCANA AKSI KEGIATAN

Program dan kegiatan Sekretariat Direktorat Jenderal Tenaga Kesehatan sesuai dengan
perubahan Rencana Stratetgis pada Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 13 Tahun
2022 antara lain:

Program                   : Dukungan Manajemen
Sasaran Program     : Meningkatnya koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan dan
                                   pemberian   dukungan manajemen Kementerian Kesehatan

Kegiatan/        : Dukungan Manajemen Pelaksanaan Program di Ditjen Tenaga
Kesehatan
Sasaran 

Kegiatan                 :  Meningkatnya dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis
                                  lainnya.

Adapun Indikator Kinerja Kegiatan Dukungan Manajemen pada Kantor Pusat Direktorat
Jenderal tenaga Kesehatan yaitu :

Indikator kinerja kegiatan ini kemudian diturunkan (cascading) dalam Sasaran
Kinerja Pegawai (SKP) dengan skema berikut:

Selanjutnya pada triwulan  ke-3 tahun 2024 indikator reformasi birokrasi
mengalami perubahan target yang semula memiliki target 98 menjadi 90,01
merujuk pada nilai capaian RB Kemenkes tahun 2023 yaitu sebesar 85,01.
Perubahan Target Reformasi Birokrasi Kemenkes sesuai surat dari Biro OSDM
Kemenkes tanggal 22 agustus 2024 nomor : OT.04.01/A.IV/25688/2024 perihal
Usulan Penyesuaian Target Indikator Nilai RB Tahun 2024 semula 98 menjadi
90,01. Index reformasi birokrasi ini sama untuk seluruh unit utama di lingkungan
kementerian kesehatan. 



Indikator kinerja kegiatan ini kemudian diturunkan (cascading) dalam Sasaran
Kinerja Pegawai (SKP) dengan skema berikut:

Dalam mencapai target indikator kinerja kegiatan didukung oleh semua satuan kerja
(Satker). Pada Sekretariat Direktorat Jenderal Tenaga Kesehatan sendiri target itu
didukung oleh semua tim kerja yang terdiri dari kelompok jabatan fungsional. Adapun
output kegiatan yang ada pada tim kerja di Sekretariat Direktorat Jenderal Tenaga
Kesehatan. Masing-masing tim kerja memilik target output yang secara langsung
mendukung target indikator kinerja kegiatan program dukungan manajemen. 



Sekretariat Direktorat Jenderal Tenaga Kesehatan yang memiliki tugas melaksanakan
koordinasi pelaksanaan tugas dan pemberian dukungan administrasi Direktorat Jenderal
yang mana selain indikator kinerja utama tersebut terdapat juga penugasan direktif
pimpinan yang juga dituangkan dalam perjanjian kinerja Sekretaris Direktorat Jenderal
Tenaga Kesehatan yang juga dituangkan dalam dokumen perjanjian kinerja baik di level
eselon 1 maupun di level eselon 2 pada Sekretariat Direktorat Jenderal Tenaga
Kesehatan. Penugasan direktif tersebut antara lain :

Persentase Rekomendasi Hasil Pemeriksaan BPK yang telah tuntas di tindaklanjuti
Direktorat Jenderal Tenaga Kesehatan dengan target 95%

1.

Persentase realisasi anggaran Direktorat Jenderal Tenaga Kesehatan dengan target
96%.

2.

Indikator dan Penugasan direktif pimpinan tersebut memiliki target yang capaiannya nya
ditentukan oleh seluruh kinerja baik di lingkungan satuan kerja maupun di lingkungan
sekretariat Direktorat Jenderal Tenaga Kesehatan sendiri. Pelaksana kegiatan dalam
rencana aksi sekretariat direktorat jenderal tenaga kesehatan dilaksanakan oleh seluruh
administrasi umum dan tim kerja diseluruh lingkungan Kantor Pusat Direktorat Jenderal
Tenaga Kesehatan. Karena pelaksanaan anggaran dari kegiatan dari setiap output
kegiatan yang ada di petunjuk operasional kegiatan merupakan anggaran dukungan
manajemen program di lingkungan kantor pusat direktorat jenderal tenaga kesehatan.
Administrasi dan Umum Sekretariat Direktorat Jenderal Tenaga Kesehatan dalam
pelaksanaan tugasnya dibantu oleh seluruh Tim Kerja yang terdiri dari :

Perencanaan dan Anggaran1.
Keuangan2.
Barang Milik Negara3.
Hukum4.
Organisasi Sumber Daya Manusia dan Umum5.
 Hubungan Masyarakat dan Kerja Sama Luar Negeri6.
Data dan Informasi7.
Satuan Kepatuhan Internal8.

Adapun kegiatan/output tim kerja pada Set. Ditjen Nakes mendukung tercapainya target
indikator kinerja tersebut antara lain :



 Rincian output kegiatan dukungan manajemen program pada kantor pusat ditjen nakes
tahun 2024



No. 
Sasaran

Program/Kegiatan
Indikator Kegiatan Target

1

Meningkatnya
Dukungan
Manajemen dan
Pelaksanaan Tugas
Teknis Lainnya

Nilai Reformasi Birokrasi
Kementerian Kesehatan

90,01

Nilai Kinerja Penganggaran
Ditjen Nakes 

95

2
Penugasan Direktif

Pimpinan

Persentase Rekomendasi Hasil
Pemeriksaan BPK yang telah
tuntas ditindaklanjuti Direktorat
Jenderal Tenaga Kesehatan

95

Persentase Realisasi Anggaran
Sekretariat Direktorat Jenderal
Tenaga Kesehatan

96

b. Rencana Aksi  Tahun 2024

Perencanaan kinerja Set. Direktorat Jenderal Tenaga Kesehatan berdasarkan sasaran
strategis yang telah ditetapkan untuk kurun waktu 2020-2024, dimana proses
penyusunannya secara bottom up dari setiap masing-masing sub koordinator
dilingkungan Set. Direktorat Jenderal Tenaga Kesehatan dengan mempedomani
peraturan dan ketentuan yang ada terkait tugas pokok dan fungsi diantaranya standar
biaya masukan tahun 2024, Perpres 12 tahun 2021 tentang Pengadaan Barang dan Jasa
Pemerintah. Pelaksanaan kegiatan mengacu pada Perjanjian Kinerja Set. Direktorat
Jenderal Tenaga Kesehatan tahun 2024 antara lain sebagai berikut :

Tabel Indikator Kinerja Kegiatan dan Penugasan Direktif Pimpinan Program
Dukungan Manajemen :

Adapun Defenisi Operasional dan Cara Perhitungan dari
Indikator Kinerja Kegiatan antara lain :



a. Nilai Reformasi Birokrasi Kementerian Kesehatan terdiri dari RB General dan RB
Tematik

RB General memiliki definisi operasional Hasil penilaian Tim Monev RB Kementerian
Kesehatan terhadap capaian target indikator yang menjadi tanggung jawab unit kerja.
Cara perhitungan dilakukan dengan melihat Hasil penilaian penjaminan kualitas oleh
Tim Monev Kemenkes berdasarkan penilaian mandiri atas capaian target indikator yang
menjadi tanggung jawab unit kerja.
RB Tematik memiliki definisi operasional Hasil penilaian Tim Monev RB Kementerian
Kesehatan terhadap capaian target indikator yang mendukung RB Tematik pada unit
kerja terkait. Cara Perhitungan yaitu Hasil penilaian Tim Monev Kemenkes terhadap
kajian dampak pelaksanaan program dan kegiatan yang mendukung tematik pada unit
kerja terkait.

Target indikator Reformasi birokrasi dilaksanakan baik pada kantor pusat maupun kantor
daerah. Tahun 2024 terdapat perubahan target indikator RB sesuai Perubahan Target
Reformasi Birokrasi Kemenkes sesuai surat dari Biro OSDM Kemenkes tanggal 22
agustus 2024 nomor : OT.04.01/A.IV/25688/2024 dimana penilaiannya menjadi general
Tematik dengan target 90,01 untuk level Kementerian Kesehatan seperti tabel berikut :

b.  Nilai Kinerja Penganggaran Ditjen Nakes yaitu Besarnya nilai kinerja

Penganggaran yang diperoleh melalui perhitungan kinerja dengan menggunakan aplikasi
SMART Kementerian Keuangan yang diformulasikan dari aspek implementasi, aspek
manfaat, aspek konteks. Nilai kinerja Anggaran (NKA) ini dihitung secara otomatis oleh
aplikasi SMART DJA atas hasil input/entry data oleh setiap satuan kerja.
Cara perhitungannya dilakukan : Perhitungan dilakukan berdasarkan nilai agregat dari
nilai aspek implementasi (terdiri nilai realisasi, konsistensi, efisiensi, pencapaian keluaran
dan kesesuaian (RPK-RPD), aspek manfaat dan aspek konteks menggunakan aplikasi
SMART Kementerian Keuangan.

Sehubungan dengan perubahan organisasi dan tata kelola pada lingkungan Dirjen Nakes
tahun 2024 yang juga berdampak pada nomenklatur struktur penganggaran yang semua
adalah dengan kode satuan kerja Sekretariat Direktorat Jenderal Tenaga Kesehatan
menjadi Kantor Pusat Direktorat Jenderal Tenaga Kesehatan. Terkait perubahan tersebut
juga berdampak pada kode kegiatan lama dan kode kegiatan baru. Hanya saja dalam
pelaksanaannya karena sudah berjalannya tahun anggaran sehingga masih
menggunakan anggaran dengan kode kegiatan yang lama sampai dengan munculnya
kegiatan baru.

No. Sasaran Program/Kegiatan Indikator Kegiatan
Target
Semula

Target 
Menjadi

1
Meningkatnya Dukungan
Manajemen dan Pelaksanaan
Tugas Teknis Lainnya

Nilai Reformasi Birokrasi
Kementerian Kesehatan

98 90,01



Program/Kegiatan/Output Sub Output Jumlah

Program Dukungan Manajemen   185.483.448.000

6798 Dukungan Manajemen
Pelaksanaan Program di Ditjen Tenaga
Kesehatan

  185.483.448.000

(-) 6798.ABG Kebijakan Bidang
Kesehatan

6798.ABG.036 Regulasi Bidang SDM
Kesehatan

               997.408.000

(-) 6798.AEC Kerja Sama 6798.AEC.003 Kerjasama Luar Negeri            1.915.309.000

(-) 6798.AFA Norma, Standard, Prosedur
dan Kriteria

6798.AFA.001 Kebijakan di Lingkungan
Ditjen Nakes

               373.210.000

(-) 6798.BDD Fasilitasi dan Pembinaan
Kelompok Masyarakat

6798.BDD.001 Fasilitasi dan
/Pembinaan Masyarakat

           2.012.570.000

(-) 6798.CAN Sarana Bidang Teknologi
Informasi dan Komunikasi

6798.CAN.001 Pengadaan Perangkat
Pengolah Data dan Komunikasi
Direktorat Pembinaan dan pengawasan
Tenaga Kesehatan

        1.442.530.000

(-)6798.CCL Sarana Bidang Teknologi
Informasi dan Komunikasi

6798.CCL.001 Operasional dan
Pemeliharaan Sarana Bidang Teknologi
Informasi dan Komunikasi di Lingkungan
Ditjen Nakes

           1.319.200.000

(-) 6798.EBA.Layanan Dukungan
Manajemen Internal

6798.EBA.956 Layanan BMN            2.633.516.000

6798.EBA.957 Layanan Hukum                319.606.000

6798.EBA.958 Layanan Hubungan
Masyarakat

           3.265.370.000

6798.EBA.960 Layanan Organisasi dan
Tata Kelola Internal

           1.310.900.000

6798.EBA.962 Layanan Umum          31.319.139.000

6798.EBA.963 Layanan Data dan
informasi

           5.304.049.000

6798.EBA.994 Layanan Perkantoran          88.582.500.000

(-) 6798.EBB Layanan Sarana dan
Prasarana Internal

6798.EBB.951 Layanan Sarana Internal          10.149.622.000

(-) 6798.EBC Layanan Manajemen SDM
Internal

6798.EBC.954 Layanan Manajemen
SDM

           7.233.818.000

6798.EBC.996 Layanan Pendidikan dan
Pelatihan

           1.466.720.000

(-) 6798.EBD Layanan Manajemen
Kinerja Internal

6798.EBD.952 Layanan Perencanaan
dan Penganggaran

         12.471.625.000

6798.EBD.953 Layanan Pemantauan
dan Evaluasi

           2.584.122.000

6798.EBD.955 Layanan Manajemen
Keuangan

           7.251.080.000

6798.EBD.974 Layanan
Penyelenggaraan Kearsipan

           2.687.332.000

(-) 6798.FBA Fasilitasi dan Pembinaan
Pemerintah Daerah

6798.FBA.502 Kegiatan Binwil                843.822.000

Total     185.483.448.000

Adapun aktivitas/kegiatan dukungan manajemen program dan pelaksanaan teknis
lainnya dapat dilihat sebagai berikut :

Sumber: DIPA Awal Nomor : SP DIPA-024.12.1.630870/2023 tanggal 30 November 2022



Dalam mencapai target indikator kinerja kegiatan yang terdapat pada rencana kinerja
kegiatan DIPA kantor Pusat Ditjen Nakes tahun 2024 dengan melaksanakan kegiatan pada
setiap tim kerja baik pada tim kerja di sekretariat direktorat jenderal tenaga kesehatan
maupun unit kerja pada kantor pusat direktorat jenderal tenaga kesehatan. Kegiatan pada
setiap Kriteria Rincian output berikut anggaran sampai dengan desember 2024 antara lain
sebagai berikut:











Selain indikator kinerja kegiatan tersebut terdapat juga penugasan direktif
pimpinan yang menjadi komitmen dan tertuang dalam perjanjian kinerja
Sekretariat Direktorat Jenderal Tenaga Kesehatan tahun 2024 antara lain :

a. Persentase Rekomendasi hasil pemeriksaan BPK yang telah tuntas
ditindaklanjuti Direktorat Jenderal Tenaga Kesehatan dengan target sebesar 95 . 

b. Persentase Realisasi Anggaran Sekretariat Direktorat Jenderal Tenaga
Kesehatan dengan target sebesar 96.

Dalam Pencapaian Target Indikator Kinerja Kegiatan Program Dukungan
Manajemen didukung oleh seluruh satuan kerja di Lingkungan Direktorat Jenderal
Tenaga Kesehatan. 

No. Indikator Indikator Kegiatan
Target
Semula

Target 
Menjadi

1
Meningkatnya Dukungan
Manajemen dan Pelaksanaan
Tugas Teknis Lainnya

Nilai Kinerja
Penganggaran Ditjen
Nakes

95

80,1
(Sesuai PMK
62 th 2023

ps 249)

Seluruh kegiatan dukungan manajemen tersebut mendukung pencapaian target
kinerja penganggaran dengan target indikator yang mengalami perubahan dari
perjanjian kinerja diawal tahun anggaran sebagai berikut:



BAB III 
PENUTUP

Rencana Aksi Kegiatan Pelaksanaan Anggaran biasanya merupakan dokumen yang
memuat langkah-langkah konkret yang akan diambil untuk mengelola dan melaksanakan
anggaran dengan efisien dan efektif. Berikut adalah langkah-langkah umum yang
biasanya dimasukkan dalam rencana aksi tersebut:

Identifikasi Sumber Daya: Tinjau anggaran secara menyeluruh dan identifikasi
sumber daya yang tersedia, termasuk dana, personel, dan infrastruktur yang
diperlukan.

a.

Penetapan Tujuan: Tetapkan tujuan jangka pendek dan jangka panjang yang ingin
dicapai dengan menggunakan anggaran tersebut. Tujuan harus spesifik, terukur,
dapat dicapai, relevan, dan berbatasan waktu (SMART).

b.

Penetapan Prioritas: Tentukan kebutuhan yang paling mendesak dan penting
yang harus diprioritaskan dalam penggunaan anggaran.

c.

Pengalokasian Dana: Tentukan alokasi dana untuk setiap kegiatan atau proyek
yang direncanakan. Pastikan alokasi tersebut sesuai dengan tujuan dan prioritas
yang telah ditetapkan.

d.

Penetapan Jadwal: Buat jadwal pelaksanaan untuk setiap kegiatan atau proyek
yang termasuk dalam anggaran. Pastikan jadwal tersebut realistis dan
memperhitungkan keterbatasan sumber daya yang ada.

e.

Pemantauan dan Evaluasi: Tetapkan metode pemantauan dan evaluasi untuk
mengukur kemajuan dan efektivitas pelaksanaan anggaran. Hal ini penting untuk
memastikan bahwa anggaran digunakan secara optimal dan sesuai dengan tujuan
yang telah ditetapkan.

f.

Komunikasi dan Pelaporan: Tetapkan mekanisme komunikasi dan pelaporan yang
jelas untuk melaporkan kemajuan dan hasil pelaksanaan anggaran kepada pihak
terkait, seperti pimpinan, pemangku kepentingan, dan publik.

g.

Penyesuaian dan Perbaikan: Siapkan strategi untuk menangani perubahan atau
masalah yang mungkin muncul selama pelaksanaan anggaran. Lakukan evaluasi
berkala dan siap untuk melakukan penyesuaian atau perbaikan sesuai kebutuhan.

h.

Setiap langkah dalam rencana aksi tersebut harus didukung oleh analisis yang cermat
dan konsultasi dengan pihak terkait untuk memastikan kesuksesan pelaksanaan
anggaran.
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